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BUPATI MALANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 234 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH 

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2025-2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara          

untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat,              

serta sejahtera demi tercapainya tujuan nasional           

dalam melindungi segenap bangsa Indonesia untuk 

memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan     

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

   b. bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkulosis bagi 

masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, 

dan kematian yang tinggi perlu dilakukan penyusunan 

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan 

ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan 

Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan 

Tuberkulosis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 

Kabupaten Malang Tahun 2025-2029; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang                                         

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan                        

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah       

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,               

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965       

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang            

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah     

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024       

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6987); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023        

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024               

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12       

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan        

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah   

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021       

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87  

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang            

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 186); 

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 116); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas      

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1    

Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3         

Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan           

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2025-2029. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati        

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan. 

6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium 

tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ 

lainnya. 
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7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya         

kesehatan yang mengutamakan aspek promotif           

dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan 

rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, 

menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian,   

memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, 

dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan   

akibat TBC. 

8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 

Kabupaten Malang yang selanjutnya disingkat RAD 

Penanggulangan TBC adalah dokumen operasional 

kebijakan daerah jangka menengah dalam rangka 

penanggulangan TBC yang menerapkan pendekatan 

berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan 

dalam rangka mendukung eliminasi TBC dan pencapaian 

program pembangunan berkelanjutan/sustainable 

development goals (SDG). 

9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/ forum, 

organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang 

berbadan hukum. 

 

 BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

  Pasal 2 

 

RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029      

dimaksudkan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi 

Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam mendorong     

upaya penanggulangan TBC. 

 

    Pasal 3 

 

RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 bertujuan 

untuk memberikan acuan dalam: 

a. meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam 

upaya menuju eliminasi TBC Tahun 2030; 

b. membuat perencanaan dan penganggaran terkait 

penanggulangan TBC di Daerah; 

c. menyusun kebijakan dan regulasi terkait 

penanggulangan TBC; dan 

d. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan, pemantauan dan evaluasi agar dicapai      

sinergi dalam upaya bersama meningkatkan 

penanggulangan TBC. 
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 BAB III 

 SISTEMATIKA 

 

 Pasal 4 

 

(1) RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Analisa Situasi; 

c. BAB III Indikator dan Target Kinerja; 

d. BAB IV Isu Strategis; 

e. BAB V Strategi; 

f. BAB VI Pembiayaan; dan 

g. BAB VII Penutup. 

(2) Uraian dari sistematika RAD Penanggulangan TBC 

Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

 PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 5 

 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi Penanggulangan TBC setiap tahun. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. 

 

  Pasal 6 

 

 Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 bertujuan menilai capaian target indikator.  
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    BAB V 

   KETENTUAN PENUTUP 

 

  Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 23 Desember 2025 

 

  BUPATI MALANG, 

 

   ttd. 

 

  SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen  

pada tanggal 23 Desember 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

BUDIAR 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2025 Nomor 234 Seri D 


